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ABSTRACT  
The transformation of digital-based public services has become one of the strategic approaches adopted 

by local governments to improve service quality for citizens. The Tangerang City Government developed 

the Tangerang Live Application as an integrated public service platform, including Land and Building Tax 

services. However, the implementation of Land and Building Tax services through the application still 

faces several challenges, including limitedservice accessibility, varying levels of taxpayers’ digital 

literacy, and system reliability that has not fully met users’ expectations. These conditions may affect the 

quality of services received by citizens and pose challenges to the realization of effective digital public 

services. This study aims to analyze the influence of service accessibility, taxpayers’ digital literacy, and 

system reliability on the quality of Tangerang Live services in Land and Building Tax services in 

Tangerang City. The study employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected 

through questionnaires distributed to 100 taxpayers selected using an accidental sampling technique, 

namely taxpayers encountered by the researcher who met the research criteria and were willing to 

participate as respondents. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression 

analysis with the assistance of SPSS software. The findings reveal that service accessibility, taxpayers’ 

digital literacy, and system reliability have a positive and significant influence, both partially and 

simultaneously, on the quality of Tangerang Live services.  

Keywords: Service Accessibility, Digital Literacy, System Reliability, Land and Building Tax. 

  

 

ABSTRAK 

Transformasi pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang 

mengembangkan Aplikasi Tangerang Live sebagai media pelayanan publik terpadu, termasuk layanan 

Pajak Bumi dan Bangunan. Pemanfaatan layanan PBB melalui aplikasi masih menghadapi berbagai 

kendala, seperti kemudahan akses layanan yang belum optimal, tingkat literasi digital wajib pajak yang 

beragam, serta keandalan sistem yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Kondisi tersebut 

berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dan menjadi tantangan dalam 

mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

aksesibilitas layanan, literasi digital wajib pajak, dan keandalan sistem terhadap kualitas pelayanan 

Tangerang Live pada layanan PBB di Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak 

yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling, yaitu wajib pajak yang ditemui peneliti dan 

bersedia menjadi responden sesuai dengan kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan 

statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan, literasi digital wajib pajak, dan keandalan sistem baik secara 

parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live.  

Kata kunci: Aksesibilitas, Literasi Digital, Keandalan Sistem, PBB. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam cara pemerintah 

menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk pada pengelolaan perpajakan daerah. Transformasi ini 

tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan perangkat teknologi semata, tetapi juga sebagai upaya untuk 

membangun sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, 

digitalisasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses 

administrasi, serta menciptakan pengalaman layanan yang lebih responsif bagi pengguna. Bagi sektor 

perpajakan daerah, pemanfaatan teknologi digital dipandang mampu menjembatani keterbatasan 

pelayanan konvensional, terutama dalam hal waktu, jarak, dan transparansi informasi antara pemerintah 

dan wajib pajak. 

Secara normatif, arah transformasi digital pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang 

menegaskan kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan teknologi informasi 

dalam seluruh proses pelayanan publik. Regulasi ini menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari strategi 

tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan perpajakan, kebijakan SPBE memberikan kerangka kerja bagi pemerintah 

daerah untuk menyederhanakan prosedur pelayanan, memperluas akses layanan pajak, serta meningkatkan 

kualitas interaksi antara aparatur dan wajib pajak melalui sistem digital yang terintegrasi. Dengan 

demikian, penerapan SPBE tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja administratif, tetapi juga 

mendorong terciptanya pelayanan perpajakan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan 

publik. 

Salah satu layanan strategis yang tersedia dalam aplikasi Tangerang Live adalah fitur Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan daerah. Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui 

informasi tagihan PBB, mengakses detail objek pajak, serta melakukan pembayaran secara daring, tanpa 

harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Layanan ini ditujukan bagi seluruh wajib pajak PBB di 

Kota Tangerang, dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan partisipasi 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Kehadiran fitur PBB dalam Tangerang Live menunjukkan 

upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital secara berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas pelayanan pajak, sekaligus mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih responsif 

dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut ini tampilan antar muka Aplikasi Tangerang Live 

dan fitur PBB. 

Pengaturan mengenai PBB di Kota Tangerang sebagai pajak daerah dituangkan dalam Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang kemudian mengalami beberapa 

kali perubahan, perubahan terakhir yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan 

tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak 

atas bumi dan/atau bangunan, menguasai, serta memperoleh manfaat atas objek pajak tersebut. Dalam 

upaya menggali dan mengoptimalkan potensi pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang 

terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan PBB, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan 

berbasis digital pada aplikasi Tangerang Live, yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, 

mendukung kemudahan wajib pajak, serta memperbaiki kualitas pelayanan pajak daerah secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan data pada pada tahun 2022, jumlah pengguna tercatat relatif tinggi, yaitu sebanyak 

230.239 pengguna, yang dapat dipahami sebagai dampak dari percepatan digitalisasi layanan publik pada 

masa tersebut. Kondisi ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik 

berbasis digital, seiring dengan keterbatasan akses pelayanan secara tatap muka dan meningkatnya 

ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dalam mengakses layanan pemerintahan. Tingginya jumlah 

mailto:redaksigovernance@gmail.com
mailto:redaksigovernance@gmail.com


Penerbit: 

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) 

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id 

Indexed
: 

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan 

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online) 
Volume 13 Nomor 9 September 2026 

 

 
112 

 
 

 

 

pengguna pada periode ini menunjukkan bahwa aplikasi Tangerang Live mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat akan layanan publik yang lebih praktis dan fleksibel. 

Tahun-tahun berikutnya terlihat adanya fluktuasi jumlah pengguna yang cukup signifikan. Pada tahun 

2023, jumlah pengguna menurun menjadi 180.679 pengguna, dan kembali mengalami penurunan pada 

tahun 2024 dengan total 134.326 pengguna. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam 

mempertahankan konsistensi penggunaan aplikasi, baik yang berkaitan dengan tingkat literasi digital 

masyarakat, kemudahan akses layanan, maupun keandalan sistem aplikasi itu sendiri. Meskipun pada 

tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pengguna menjadi 188.676 pengguna, angka tersebut kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2026 menjadi 161.890 pengguna. Pola fluktuatif ini menunjukkan 

bahwa pemanfaatan aplikasi Tangerang Live belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Kondisi tersebut 

menjadi fenomena penting yang perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait faktor-faktor yang 

memengaruhi kualitas layanan digital, sehingga dapat dipahami mengapa tingkat penggunaan aplikasi 

mengalami naik turun dalam kurun waktu tertentu. 

Sejumlah fenomena yang muncul pada layanan Tangerang Live khususnya pelayanan PBB 

menunjukkan adanya celah empiris yang belum terjawab sepenuhnya dalam kajian ilmiah. Penelitian 

(Hasbah & Purwanto, 2025) mengenai user satisfaction terhadap layanan e-government menyimpulkan 

bahwa kualitas sistem, informasi, dan layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna namun secara 

parsial literasi digital pengguna dalam konteks real-world tidak selalu berdampak signifikan terhadap 

kepuasan. Kondisi ini berbeda dengan dinamika yang terjadi di aplikasi Tangerang Live, di mana fluktuasi 

jumlah pengguna menunjukkan bahwa fenomena penggunaan aplikasi tidak hanya dipengaruhi oleh 

kualitas layanan, tetapi juga oleh faktor aksesibilitas dan kesiapan pengguna itu sendiri, yang belum 

banyak diulas secara komprehensif dalam studi sebelumnya. 

Penelitian (Wulandari et al., 2025) juga menyoroti bahwa e-government mampu memperluas 

aksesibilitas layanan publik secara teori, tetapi masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur dan literasi 

masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government memiliki dampak positif 

terhadap akses layanan, namun tidak membahas keterbatasan akses teknologi atau kompetensi digital 

wajib pajak secara spesifik. Sementara itu penelitian (Sundari et al, 2025) menganalisis kemajuan 

digitalisasi pelayanan publik dan dampaknya terhadap akses, efisiensi, atau integrasi layanan seringkali 

bersifat umum dan tidak secara eksklusif memfokuskan pada pengalaman pengguna pajak digital di level 

daerah. Ketika dikaitkan dengan fenomena empiris di Tangerang Live, gap tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun kebijakan e-government telah mendorong penyediaan layanan digital, pemanfaatan layanan oleh 

wajib pajak masih terjadi di bawah potensi optimalnya karena faktor aksesibilitas, literasi digital, dan 

keandalan sistem belum dijadikan fokus analisis dalam banyak penelitian. Kondisi ini membuka ruang 

penelitian yang lebih kontekstual dan empiris, khususnya tentang bagaimana masing-masing variabel 

tersebut secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan PBB di aplikasi digital pemerintah daerah. 

Berdasarkan fenomena empiris dan celah penelitian, bahwa digitalisasi pelayanan PBB melalui 

aplikasi Tangerang Live masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dikaji secara lebih sistematis 

dan mendalam. Dinamika pemanfaatan aplikasi yang belum sejalan dengan pertumbuhan jumlah wajib 

pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PBB digital tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan 

teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat aksesibilitas layanan, kemampuan wajib pajak dalam 

memahami dan menggunakan teknologi digital, serta keandalan sistem aplikasi dalam mendukung proses 

pelayanan secara konsisten. Kesenjangan antara potensi layanan digital dan realitas pemanfaatannya ini 

menjadi indikasi adanya faktor-faktor penting yang belum sepenuhnya teridentifikasi dan diukur secara 

empiris. 

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar 

warga negara melalui penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif secara adil dan berkelanjutan. 

Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas, 
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transparan, dan akuntabel dari penyelenggara pemerintahan. Undang-undang tersebut sekaligus menjadi 

landasan normatif dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan 

publik secara profesional. 

Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2020) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu aktivitas atau 

manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Definisi ini menegaskan bahwa nilai utama 

pelayanan terletak pada persepsi dan pengalaman pengguna, bukan pada bentuk fisik layanan itu sendiri. 

Dalam pelayanan publik digital, seperti layanan PBB melalui Aplikasi Tangerang Live, kualitas pelayanan 

sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian 

kepada wajib pajak dalam mengakses serta memanfaatkan layanan yang tersedia. 

Menurut Grönroos (dalam Hardiansyah, 2018), memandang kualitas pelayanan sebagai hasil evaluasi 

pengguna terhadap proses pelayanan yang mereka terima, yang mencakup aspek fungsional (bagaimana 

pelayanan diberikan) dan aspek teknis (apa yang diterima pengguna). Perspektif ini relevan dalam 

pelayanan PBB berbasis aplikasi, karena wajib pajak tidak hanya menilai hasil akhir berupa informasi atau 

bukti pembayaran, tetapi juga menilai proses penggunaan aplikasi, mulai dari kemudahan navigasi, 

kejelasan menu, hingga keandalan sistem dalam menampilkan data pajak secara akurat. 

Pandangan lain dikemukakan oleh Zeithaml dan Bitner (dalam H.A.S, 2016), yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh pengguna terhadap keunggulan suatu layanan 

dibandingkan dengan harapan awal mereka. Dalam konteks pelayanan publik digital, harapan masyarakat 

terhadap layanan pemerintah cenderung meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan 

penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, layanan PBB melalui Aplikasi 

Tangerang Live dituntut untuk mampu memenuhi ekspektasi wajib pajak dalam hal aksesibilitas layanan, 

kecepatan sistem, serta keandalan informasi yang disajikan. 

Konsep kualitas pelayanan secara komprehensif dirumuskan oleh (A.Parasuraman, 1990) dalam 

model SERVQUAL. menyatakan bahwa Service quality is a function of the differences between 

expectation and perception along the quality dimensions. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas 

pelayanan muncul dari kesenjangan antara harapan pengguna dan persepsi mereka terhadap kinerja 

pelayanan yang diterima. Dalam pelayanan publik digital, kesenjangan ini dapat muncul apabila sistem 

tidak mudah diakses, sering mengalami gangguan, atau tidak mampu memberikan informasi yang akurat 

dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, teori SERVQUAL menjadi landasan yang relevan dalam menilai 

kualitas pelayanan PBB berbasis aplikasi. 

Selanjutnya, Osborne (dalam Dwiyanto, 2024) menjelaskan bahwa transformasi pelayanan publik di 

era digital menuntut pemerintah untuk mengadopsi pendekatan pelayanan yang berorientasi pada 

pengguna (user-centered service). Dalam pendekatan ini, teknologi informasi tidak hanya berfungsi 

sebagai alat administratif, tetapi sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat. Pelayanan PBB melalui Aplikasi Tangerang Live merupakan wujud nyata 

dari transformasi tersebut, di mana kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah 

daerah dalam merancang sistem yang inklusif, mudah digunakan, dan responsif terhadap kebutuhan wajib 

pajak. 

Dari perspektif administrasi publik, Denhardt dan Denhardt (dalam Pasalong, 2016) menekankan 

bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada kepentingan warga negara sebagai 

pengguna layanan, bukan semata-mata pada efisiensi organisasi. Pandangan ini memperkuat argumen 

bahwa kualitas pelayanan PBB digital tidak hanya diukur dari keberhasilan sistem dalam memproses data 

pajak, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan rasa aman, kemudahan, dan 

kepuasan kepada wajib pajak sebagai pengguna utama. 
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METODE 
Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan seluruh proses 

penelitian agar berjalan secara sistematis dan terukur. Dalam penelitian kuantitatif, desain penelitian 

berfungsi sebagai pedoman untuk menguji hubungan antar variabel berdasarkan teori yang telah 

dirumuskan sebelumnya melalui pengumpulan dan analisis data numerik. Menurut (Sugiyono, 2019), 

penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data yang dapat diukur 

secara statistik sehingga menghasilkan temuan yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif karena fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaruh 

aksesibilitas, literasi digital wajib pajak, dan keandalan sistem terhadap kualitas pelayanan PBB pada 

Aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti 

mengukur persepsi wajib pajak secara sistematis melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan serta 

menguji hubungan antar variabel secara empiris. Desain penelitian kuantitatif dalam penelitian ini juga 

digunakan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data, pengukuran variabel, dan analisis data 

dilakukan secara konsisten dan terarah. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 

wajib pajak pengguna Aplikasi Tangerang Live, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk 

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat (Creswell, 2018) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif menekankan pada 

pengujian hubungan antar variabel melalui prosedur pengukuran dan analisis yang terstandar. 

Dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

temuan yang objektif, valid, dan reliabel mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kualitas 

pelayanan PBB berbasis digital, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan rekomendasi 

peningkatan pelayanan publik di Kota Tangerang. 

 

PEMBAHASAN 
Pengaruh Aksesibilitas Layanan terhadap Kualitas Pelayanan Tangerang Live 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan digital berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota Tangerang. Temuan ini dibuktikan melalui hasil uji 

regresi yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 

yang menyatakan adanya pengaruh aksesibilitas layanan terhadap kualitas pelayanan dapat diterima. 

Besaran pengaruh parsial sebesar 10,18 % menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan menjadi salah satu 

faktor yang turut menentukan kualitas pelayanan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan layanan 

PBB pada Aplikasi Tangerang Live. 

Besarnya kontribusi aksesibilitas layanan terhadap kualitas pelayanan PBB melalui Aplikasi 

Tangerang Live yang berada pada kisaran 10,18 % menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan 

memang menjadi faktor yang berpengaruh, tetapi belum menjadi faktor yang paling menentukan dalam 

membentuk kualitas pelayanan digital. Temuan ini cukup relevan apabila dikaitkan dengan kondisi empiris 

di lapangan. Meskipun layanan PBB telah tersedia dalam satu aplikasi terpadu, sebagian responden masih 

memberikan penilaian yang kurang baik terhadap aspek kemudahan penggunaan, alur pelayanan, maupun 

minimnya kendala teknis.  

Dikaitkan dengan hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa variabel aksesibilitas layanan 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,30 yang berada pada kategori tidak baik. Temuan ini menunjukkan 

bahwa sebagian wajib pajak masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan PBB melalui 

aplikasi. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya penilaian responden terhadap kemudahan 

memahami tampilan aplikasi, mengikuti alur pelayanan, mengoperasikan layanan secara mandiri, serta 

memperoleh manfaat layanan secara optimal. Meskipun layanan telah tersedia dalam bentuk digital, 

kemudahan penggunaan yang menjadi salah satu tujuan utama digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan 

oleh pengguna layanan. 

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa mayoritas responden masih berada pada kategori 
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ragu-ragu hingga tidak setuju terhadap pernyataan mengenai kemudahan mengoperasikan layanan. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan fitur digital belum sepenuhnya diikuti oleh 

pengalaman pengguna (user experience) yang sederhana dan intuitif. Dalam perspektif teori aksesibilitas 

layanan, kemudahan memperoleh layanan tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya akses secara fisik atau 

digital, tetapi juga mencakup kemudahan bagi pengguna dalam memahami, menjangkau, dan 

memanfaatkan layanan tanpa hambatan yang berarti.  

Temuan tersebut sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan 

(Davis, 1989) yang menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kemanfaatan (perceived usefulness). 

Dalam penelitian ini, ketika wajib pajak merasa bahwa layanan PBB pada Aplikasi Tangerang Live mudah 

dipahami, mudah dioperasikan, dan mampu memberikan manfaat nyata dalam menyelesaikan urusan 

perpajakan, maka persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila 

pengguna masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi, maka kualitas pelayanan yang 

dirasakan cenderung menurun meskipun layanan telah tersedia secara digital. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan utama pelayanan digital tidak selalu terletak 

pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kemampuan sistem untuk menghadirkan pengalaman 

layanan yang mudah dan nyaman bagi pengguna. Beberapa indikator pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat wajib pajak yang membutuhkan bantuan pihak lain untuk mengoperasikan layanan 

PBB serta masih mengalami kendala teknis ketika mengakses aplikasi. Kondisi tersebut mengindikasikan 

bahwa aksesibilitas layanan belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya 

bagi pengguna yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam. 

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Sutikno et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa 

aksesibilitas layanan digital memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas layanan e-government. 

Semakin mudah layanan diakses dan digunakan oleh masyarakat, semakin tinggi pula kualitas pelayanan 

yang dirasakan. Hasil serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian e-government yang menunjukkan 

bahwa kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi 

pelayanan publik berbasis digital. 

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Setyawan et al., 2024) yang menunjukkan 

bahwa keberhasilan adopsi layanan e-government sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan 

kemampuan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa 

keberadaan sistem digital tidak serta-merta meningkatkan kualitas pelayanan apabila masyarakat masih 

menghadapi hambatan dalam mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia. Kondisi tersebut 

relevan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun layanan PBB telah tersedia melalui 

Aplikasi Tangerang Live, sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami alur layanan 

dan memanfaatkan fitur yang tersedia secara optimal. 

Dari perspektif e-government, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital 

pelayanan tidak dapat diukur hanya dari keberadaan aplikasi atau jumlah layanan yang terdigitalisasi. 

Keberhasilan pelayanan digital justru ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa 

layanan tersebut dapat digunakan secara mudah, dipahami oleh masyarakat, serta memberikan manfaat 

yang nyata bagi pengguna. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas pelayanan Tangerang Live perlu 

diarahkan pada penyederhanaan alur layanan, perbaikan desain antar muka aplikasi, penguatan fitur 

bantuan pengguna, serta penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok wajib 

pajak. Langkah tersebut menjadi penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas 

layanan masih menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian untuk mendukung peningkatan 

kualitas pelayanan PBB berbasis digital di Kota Tangerang. 

 

Pengaruh Literasi Digital Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Tangerang Live 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota Tangerang. Temuan ini dibuktikan melalui hasil uji 

regresi yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 

yang menyatakan adanya pengaruh literasi digital wajib pajak terhadap kualitas pelayanan dapat diterima. 

Selain itu, nilai partial correlation sebesar 0,358 menunjukkan bahwa literasi digital wajib pajak 

memberikan kontribusi pengaruh sebesar 12,82 % terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live. Temuan 

tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi digital 

merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelayanan PBB berbasis aplikasi. 

Kontribusi literasi digital wajib pajak sebesar 12,82 % menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat 

dalam memanfaatkan layanan digital berperan terhadap peningkatan kualitas pelayanan PBB melalui 

Aplikasi Tangerang Live, meskipun belum menjadi faktor yang dominan. Kondisi ini sejalan dengan 

temuan deskriptif yang memperlihatkan bahwa literasi digital responden masih berada pada kategori belum 

baik, sehingga sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi, mengikuti 

alur layanan, dan memanfaatkan fitur yang tersedia secara mandiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

kualitas pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan 

masyarakat sebagai pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perlu diiringi dengan upaya 

memperkuat kemampuan digital wajib pajak agar seluruh fitur layanan yang telah disediakan dapat 

dimanfaatkan secara lebih optimal. 

Jika dikaitkan dengan hasil analisis deskriptif, diperoleh fakta bahwa variabel literasi digital wajib 

pajak hanya memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,22 dan berada pada kategori tidak baik. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan 

digital secara mandiri. Rendahnya kemampuan tersebut terlihat pada seluruh dimensi yang digunakan 

dalam penelitian, mulai dari kemampuan mencari informasi (internet searching), memahami alur dan 

struktur informasi digital (hypertext navigation), mengevaluasi informasi yang diperoleh (content 

evaluation), hingga kemampuan mengintegrasikan informasi menjadi pengetahuan yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan urusan perpajakan (knowledge assembly). Dengan kata lain, tantangan pelayanan 

digital yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga berkaitan 

dengan kapasitas masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Temuan tersebut sejalan dengan teori literasi digital yang dikemukakan oleh (Gilster, 1997) yang 

memandang literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan 

kemampuan memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Kemampuan mencari 

informasi, memahami struktur informasi digital, mengevaluasi kredibilitas informasi, dan mengolah 

informasi menjadi pengetahuan merupakan kompetensi yang harus dimiliki individu agar dapat 

berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan digital. Dalam pelayanan PBB melalui Aplikasi Tangerang 

Live, kemampuan tersebut menjadi penting karena hampir seluruh proses pelayanan dilakukan melalui 

media digital yang menuntut pengguna untuk mencari informasi, memahami prosedur layanan, serta 

menyelesaikan berbagai tahapan pelayanan secara mandiri. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh 

kualitas aplikasi yang digunakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam 

berinteraksi dengan layanan digital tersebut. Meskipun aplikasi telah menyediakan berbagai fitur 

pelayanan, manfaat layanan tidak akan dirasakan secara optimal apabila pengguna masih mengalami 

kesulitan dalam memahami informasi yang tersedia. Kondisi ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa sebagian responden masih kesulitan menemukan informasi layanan PBB secara 

mandiri dan belum sepenuhnya mampu memahami keseluruhan proses pelayanan yang tersedia pada 

aplikasi. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengembangan teknologi 

pelayanan dengan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Rofi Rofaida1, 2020) yang menjelaskan bahwa literasi 

digital yang diukur melalui dimensi internet searching, hypertextual navigation, content evaluation, dan 

knowledge assembly berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu dalam memanfaatkan 
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teknologi digital secara efektif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan 

seseorang dalam mengelola informasi digital, semakin tinggi pula kemampuannya dalam memanfaatkan 

layanan berbasis teknologi. 

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Sudarmaji, 2024) yang menunjukkan bahwa 

dimensi internet searching, hypertextual navigation, content evaluation, dan knowledge assembly 

merupakan kompetensi penting yang menentukan kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan 

lingkungan digital. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada keempat aspek tersebut cenderung 

lebih mudah memanfaatkan berbagai layanan digital yang tersedia dibandingkan individu dengan tingkat 

literasi digital yang rendah. 

 

Pengaruh Keandalan Sistem terhadap Kualitas Pelayanan Tangerang Live 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota Tangerang. Temuan ini dibuktikan melalui hasil uji regresi 

yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang 

menyatakan adanya pengaruh keandalan sistem terhadap kualitas pelayanan dapat diterima. Selain itu nilai 

partial correlation sebesar 0,363 menunjukkan bahwa keandalan sistem memberikan kontribusi pengaruh 

sebesar 13,18 % terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live. Dibandingkan dengan variabel aksesibilitas 

layanan dan literasi digital wajib pajak, keandalan sistem merupakan variabel yang memberikan pengaruh 

paling besar terhadap kualitas pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan PBB 

berbasis digital sangat ditentukan oleh kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi pelayanan secara 

stabil, akurat, aman, dan berkelanjutan. 

Besarnya kontribusi keandalan sistem terhadap kualitas pelayanan sebesar 13,18 % menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan PBB pada aplikasi Tangerang Live sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem 

dalam memberikan layanan yang stabil dan dapat diandalkan. Temuan ini cukup beralasan apabila 

dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan, di mana seluruh proses pelayanan PBB pada Aplikasi 

Tangerang Live bergantung pada kinerja sistem, mulai dari pencarian data objek pajak, pengecekan 

tagihan, pengunduhan SPPT, hingga proses pembayaran dan penerbitan bukti pembayaran. Ketika sistem 

mengalami gangguan, lambat merespons, atau menampilkan data yang kurang konsisten, masyarakat akan 

langsung merasakan penurunan kualitas pelayanan meskipun fitur layanan telah tersedia. Hal ini 

menjelaskan mengapa keandalan sistem menjadi variabel yang memberikan pengaruh paling besar 

dibandingkan variabel lainnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan PBB tidak hanya 

memerlukan pengembangan fitur layanan, tetapi juga perlu diimbangi dengan penguatan infrastruktur 

sistem agar layanan dapat beroperasi secara stabil, akurat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Dikaitkan dengan hasil analisis deskriptif, variabel keandalan sistem memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 2,29 dan berada pada kategori tidak baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak 

masih menilai keandalan sistem Tangerang Live belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini terlihat pada 

seluruh dimensi yang digunakan dalam penelitian, yaitu fault tolerance, error handling capability, data 

integrity assurance, system scalability, dan system recovery capability yang seluruhnya masih memperoleh 

kategori tidak baik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah mampu mendukung 

penyelenggaraan layanan PBB secara digital, masyarakat masih merasakan adanya keterbatasan dalam 

stabilitas sistem, penanganan kesalahan, konsistensi data, maupun kemampuan sistem dalam 

mempertahankan kualitas layanan ketika terjadi peningkatan beban penggunaan. 

Secara teoritis hasil penelitian ini sejalan dengan model kesuksesan sistem informasi yang 

dikembangkan oleh (DeLone & McLean, 2003). Dalam model tersebut dijelaskan bahwa kualitas sistem 

(system quality) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. 

Sistem yang memiliki tingkat keandalan yang baik akan mampu memberikan layanan secara konsisten, 

meminimalkan gangguan operasional, menjaga keamanan data, serta mendukung kebutuhan pengguna 
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secara berkelanjutan. Sebaliknya sistem yang sering mengalami gangguan, kesalahan proses, atau 

ketidakakuratan data akan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna dan pada akhirnya memengaruhi 

kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan publik berbasis digital, masyarakat 

cenderung menilai kualitas pelayanan dari pengalaman mereka ketika berinteraksi langsung dengan sistem. 

Ketika aplikasi dapat diakses dengan lancar, informasi yang ditampilkan akurat, transaksi berjalan tanpa 

kendala, dan layanan dapat digunakan kapan pun dibutuhkan, maka pengguna akan menilai kualitas 

pelayanan secara positif. Sebaliknya, gangguan sistem yang berulang, lambatnya proses pemulihan 

layanan, atau ketidakjelasan informasi yang ditampilkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, keandalan sistem tidak hanya menjadi 

persoalan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik itu sendiri. 

 

Pengaruh Aksesibilitas Layanan, Literasi Digital Wajib Pajak dan Keandalan Sistem terhadap 

Kualitas Pelayanan Tangerang Live 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan, literasi digital wajib pajak, dan keandalan 

sistem secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di 

Kota Tangerang. Temuan ini dibuktikan melalui hasil uji F yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan ketiga 

variabel independen terhadap kualitas pelayanan dapat diterima. Selain itu nilai koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,297 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan, literasi digital wajib pajak, dan 

keandalan sistem secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kualitas pelayanan sebesar 29,70 %, 

sedangkan sisanya sebesar 70,30 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. 

Besarnya koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aksesibilitas layanan, literasi 

digital wajib pajak, dan keandalan sistem merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

PBB melalui Aplikasi Tangerang Live, ketiganya belum mampu menjelaskan keseluruhan variasi kualitas 

pelayanan Tangerang Live yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas 

pelayanan digital merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek lain di luar 

model penelitian. Dalam praktiknya, kualitas pelayanan juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti 

responsivitas pengelola layanan dalam menangani pengaduan, kualitas informasi yang disajikan, 

kemudahan integrasi dengan sistem pembayaran digital, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan elektronik pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan PBB melalui Tangerang Live memerlukan 

pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung tersebut agar 

transformasi pelayanan digital dapat berjalan secara lebih optimal. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PBB berbasis digital pada Aplikasi 

Tangerang Live tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Kualitas pelayanan terbentuk melalui interaksi 

antara kemudahan akses layanan, kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi digital, serta 

kemampuan sistem dalam memberikan layanan yang stabil dan dapat diandalkan. Ketiga faktor tersebut 

saling melengkapi satu sama lain. Aksesibilitas layanan yang baik akan sulit menghasilkan pelayanan yang 

berkualitas apabila pengguna memiliki kemampuan digital yang rendah. Sebaliknya, literasi digital yang 

baik juga tidak akan memberikan manfaat optimal apabila sistem yang digunakan sering mengalami 

gangguan atau tidak mampu memberikan layanan secara konsisten. 

Sedangkan hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa ketiga variabel independen masih berada pada 

kategori tidak baik. Variabel aksesibilitas layanan memperoleh nilai rata-rata 2,30, literasi digital wajib 

pajak memperoleh nilai rata-rata 2,22, dan keandalan sistem memperoleh nilai rata-rata 2,29. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiga variabel terbukti berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, 

kondisi aktual yang dirasakan responden masih belum optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara tujuan digitalisasi pelayanan publik dengan pengalaman pengguna di lapangan, dengan 

kata lain transformasi pelayanan melalui Tangerang Live telah berjalan, namun kualitas implementasinya 
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masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pengguna maupun sistem 

pelayanan. 

Secara teoritis hasil penelitian ini memperlihatkan keterkaitan antara Technology Acceptance Model 

(TAM), teori literasi, dan model kesuksesan sistem informasi. TAM menjelaskan bahwa kemudahan 

penggunaan dan manfaat yang dirasakan akan memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Teori 

literasi digital menekankan pentingnya kemampuan individu dalam mencari, memahami, mengevaluasi, 

dan memanfaatkan informasi digital. Sementara itu kualitas sistem merupakan faktor utama yang 

menentukan keberhasilan suatu layanan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga 

perspektif tersebut saling berhubungan dalam menjelaskan kualitas pelayanan Tangerang Live. Pelayanan 

digital yang berkualitas hanya dapat terwujud ketika aplikasi mudah digunakan, masyarakat mampu 

memanfaatkannya, dan sistem mampu beroperasi secara andal. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sakina & Seno, 2024) yang menunjukkan bahwa 

kualitas layanan digital pemerintah dipengaruhi oleh aspek kemudahan penggunaan layanan dan 

kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Sutikno et al., 

2024) yang menjelaskan bahwa aksesibilitas layanan dan literasi digital berkontribusi terhadap 

keberhasilan implementasi e-government. Penelitian (Siregar et al., 2025) turut memperkuat temuan 

tersebut dengan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan digital sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem 

dan pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan elektronik pemerintah. Selain itu penelitian 

(Hasbah & Purwanto, 2025) menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas layanan, dan literasi digital 

merupakan faktor yang secara bersama-sama memengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan e-

government. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Aksesibilitas 

layanan memberikan pengaruh sebesar 10,18 % terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota 

Tangerang. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan 

layanan PBB melalui aplikasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diterima. Hasil 

pengujian hipotesis membuktikan bahwa aksesibilitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan Tangerang Live, sehingga hipotesis pertama diterima; 2) Literasi digital wajib pajak 

memberikan pengaruh sebesar 12,82 % terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota Tangerang. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan wajib pajak dalam mencari, memahami, mengevaluasi, dan 

memanfaatkan informasi digital berkontribusi dalam membentuk kualitas pelayanan berbasis aplikasi. 

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa literasi digital wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan Tangerang Live, sehingga hipotesis kedua diterima; 3) Keandalan sistem memberikan 

pengaruh sebesar 13,18 % terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota Tangerang dan merupakan 

variabel yang memberikan kontribusi paling besar dibandingkan variabel bebas lainnya. Temuan ini 

menunjukkan bahwa stabilitas sistem, keakuratan data, kemampuan menangani gangguan, serta 

keberlangsungan operasional aplikasi menjadi faktor yang paling menentukan dalam mewujudkan 

pelayanan PBB berbasis digital yang berkualitas. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa keandalan 

sistem berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live, sehingga hipotesis ketiga 

diterima; 4) Aksesibilitas layanan, literasi digital wajib pajak, dan keandalan sistem secara bersama-sama 

memberikan pengaruh sebesar 29,70 % terhadap kualitas pelayanan Tangerang Live di Kota Tangerang, 

sedangkan 70,30 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan digital merupakan hasil interaksi berbagai faktor dan tidak hanya ditentukan 

oleh satu aspek saja. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa aksesibilitas layanan, literasi digital 

wajib pajak, dan keandalan sistem secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan 

Tangerang Live, sehingga hipotesis keempat diterima. 
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